
BUPATI KTDIRI

PROVINSI JAWA TI}ITIR

PERATUNAI{ BUPATI KEDIRI

NOMOR 34 TAIIUN 2023
TEIITATG

PERUBAIIAN RTIYCAITA KIR.IA PE}IERINTAH DAERAII {P.RKPDI
I(ABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

DTtrGATY RAIIMAT TUI{AIT YAilG TIAIIA ESA

BUPATI KEDIRI,

SALINAN

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2A77 tentang Tata Cara perencanaan,

Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan sehubungan adanya
perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;

b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda

Kabupaten Kediri Nomor 050/5205/418.54 /2023
tanggal 18 Juli 2A23 perihal Rancangan peraturan

Bupati tentang Perubahan Rencana Keda pemerintah

Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun ZO23 dart
Berita Acara Nomor 9AO l23OO / 4lB.S4 /2023 tanggal
20 Juli 2023 tentang Pembahasan Rancangan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2A23, perlu menetapkan
Perubahan Rencana Keg'a Pemerintah Daerah (p-RKpD)

Kabupaten Kediri Tahun 2O23;

Menimbang
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Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan

Rencana Kelja Pemerintah Daerah (p-RKpD) Kabupaten
Kediri Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun lgSO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang - Undang Nomor tZ Tahun 1gS0 tentang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42S6l;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2ll;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun ZAAT tentang

Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aT00);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2A22 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Keq'a

Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata- Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Renca.na Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8171;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang

Perangkat Daerah {Lemharan Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sslagairnana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tannbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang

Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 61781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraarl Pemerintah

Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 63231;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor L O);



5

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor nA Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor L57l;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jang\a Menengah Daerah, $erta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7

Nomor 13 1 2) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2419

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Lllal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1aa7l;

20- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2A2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor

1781);

2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2CI21

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1a19);
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ZZ"Peratttran Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2422

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A22 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangla Panjang

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2AO5-2O25

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun zAW-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2Al9 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

4 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Frovinsi Jawa Timur Tahun 2OL9'2O24

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O2l

Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun

2022 tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun

20 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kediri Tahun 2Arc-2A30 fi,embaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

27 . Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun

2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol4 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor

133);
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Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun

2A2l tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 202|-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2L

Nomnr 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 1761;

29. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2422 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD} Kabupaten

Kediri Tahun 2023 {Berita Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2A22 Nomor 53);

ME*fiMUSKAII:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD} KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Keda Pemerintah Daerah {P-RKPD)

Kabupaten Kedirj Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri pada

tahun berjalan, yang penjabarannya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Kediri Tahun 2A23 sebagsimana dimaksud dalam

Pasal 1 digunakan sebagai:

a. Pedoman bagr Pemerintah Kabupaten Kediri dalam

menyusun rarcangan Kebijakan Umum Perubahan APBD

{KUPA}, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan {PPAS-P) APBD serta Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RPAPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2423;
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b. Pedoman bagl Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Kediri dalam menyusun Perubahan Rencana Keq'a

Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggat 21 - 7 -2023

BI'PATT KTDIRI,

ttd
IIAITIITDHITO III}IAITAIT PRA}IAITA

Diundangkan di Kediri
padatanggal 21 - 7 -2A23

SEKRTTARIS DAERATI KABUPATEIY KTDIRI

ttd
MOIIAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAII IGBT'PATEN ITTDIRI TAIIIN 20/23 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesej ahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I

NIP.t966l 125 t98903 I 010


